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TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI KELURAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2020
BUPATI LAMONGAN,

bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran
pengelolaan keuangan Daerah di Kelurahan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2020, serta guna melaksanakan ketentuan
dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan, dipandang perlu menunjuk
pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Kelurahan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2020, dengan menetapkan dalam Keputusan
Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 51695); _

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman  Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun
2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sara dan
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2007 Nomor 10/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2018 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2019 Nomor 86).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU : Menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di
Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Lamongan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana
tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana

dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan

pengeluaran atas beban anggaran belanja;

b. melaksanakan anggaran unit kerja yang

dipimpinnya;

c. melakukan pengujian atas tagihan dan

memerintahkan pembayaran;

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah
ditetapkan;

. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang
dipimpinnya;

g. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna

Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh pejabat Pengguna Anggaran.
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KETIGA :  Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan
tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2020.

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMONGAN,

ttd.
FADELI
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten
Lamongan; Salip4f \aséé\a@l%kengan aslinya
4. Sdr. Lurah se Kabupaten Lamongan; A
5. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara di Bojonegoro.




LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR

. 188/22/KEP/413.013/2020

TANGGAL : 2 JANUARI 2020

NAMA-NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI KELURAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Perangkat Daerah

Kelurahan

Kuasa Pengguna Anggaran

2

3

4

Kecamatan
Lamongan

1. Sukomulyo

Rudy Utomo, S.H., M.M.
Pembina
19670711 198603 1 002

2. Sukorejo

Sumardi, S.H., M.M.
Pembina
19680606 199202 1 003

3. Banjarmendalan

Ostiono
Penata
19650205 198602 1 007

4. Sidoharjo

Suwanto Sastrodiharjo, S.STP.,
M.M.

Penata

19851010 200602 1 001

5. Sidokumpul

Ahmad Anwar Rusdi, S.STP.
Penata Tingkat I
19840822 200312 1 002

6. Tumenggungan

Choirul Umami, S.H.
Penata Tingkat |
196770718 199003 1 009

7. Jetis

Sri Wahyujati, S.AP.
Penata
19740614 199803 2 006

8. Tlogoanyar

Sekar, S.H.
Pembina
19660312 199703 1 004

Kecamatan Babat

1. Babat

Dra. Siti Aminah, M.M.
Pembina
1968021 198912 2 002

2. Banaran

Cucuk Subagiyana, S.AP,
M.M.

Penata Tingkat I

19650512 200112 1 001
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3. | Kecamatan Paciran | Blimbing Arief Syafiudin, S.E., M.M.
Penata Tingkat I
19720530 200312 1 004

4. | Kecamatan Brondong Suwanji, S.E.

Brondong

Penata Muda Tingkat I
197110112 200112 1 002

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI




